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Perekonomian Kalsel Tumbuh Sebesar 3,48 Persen, Peran APIP Jadi Pemicu 

 

 
Sumber gambar: 

https://klikkalsel.com/perekonomian-kalsel-2021-tumbuh-sebesar-348-persen-peran-apip-

jadi-pemicu/ 

 

Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) 2021 tumbuh sebesar 3,48 

persen dalam hitungan ‘year on year’. Kondisi ini lebih baik daripada 2020 yang 

mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen. 

Hal ini disampaikan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor melalui Sekretaris Daerah 

Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar pada Rapat Koordinasi Pengawasan 

Intern Daerah Tahun 2022, di Banjarmasin, Senin (8/8/2022). 

 Menurut gubernur yang akrab disapa Paman Birin itu realisasi pendapatan daerah 

sampai dengan 31 Desember 2021, lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama 

di 2020. Realisasi pendapatan secara agregat mencapai Rp22,26 triliun atau 101,16 persen 

dari target yang ditetapkan sebesar Rp22,01 triliun. 

“Serta realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalsel tercapai 98,64 

persen dari target dan angka mengalami peningkatan 10,09 persen jika dibandingkan 

tahun sebelumnya,” pungkasnya. 

Sementara itu, Paman Birin menekankan peran dan fungsi Aparat Pengawasan 

Internal Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan pengendalian internal sangat penting. 

Paman Birin menyebut, salah satu peran APIP terutama untuk menjaga momentum 

perbaikan tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah di Kalimantan Selatan. 
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“Peran APIP sangat penting, terutama untuk memaksimalkan kapasitas 

pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah,” ujarnya. 

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M. 

Harahap mengatakan, implementasi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri 

(P3DN) diharapkan dapat menjaga momentum pertumbuhan positif di Kalimantan 

Selatan. 

“Sesuai dengan Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan yang 

diterbitkan oleh Bank Indonesia, perekonomian Kalimantan Selatan pada triwulan I 

tumbuh 3,49 persen dan prospek secara keseluruhan tahun 2022, pertumbuhan ekonomi 

Kalimantan Selatan diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021,” ujarnya. 

Di sisi lain, untuk meningkatkan belanja P3DN, Pemerintah Daerah 

membutuhkan kapasitas fiskal yang memadai. Dalam rangka mendukung kemandirian 

fiskal daerah di wilayah Kalimantan Selatan, BPKP telah melaksanakan pengawasan atas 

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD). 

BPKP juga menemukan Pajak Air Permukaan (PAP) dapat berkontribusi sebagai 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

“Pada tahun 2021, Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan juga telah 

melaksanakan Evaluasi Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai salah satu 

langkah mendukung kemandirian fiskal,” imbuh Rudy. 

Pajak Daerah di Kalimantan Selatan merupakan potensi besar yang dapat 

dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan dari sektor perpajakan untuk mengurangi 

ketergantungan fiskal terhadap dana transfer pusat. Namun, untuk mampu 

mengoptimalkan potensi tersebut, Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan harus 

menjalankan action plan. 

 

Sumber berita: 

1. https://klikkalsel.com/perekonomian-kalsel-2021-tumbuh-sebesar-348-persen-peran-

apip-jadi-pemicu/, 8 Agustus 2022.  

2. https://www.republika.co.id/berita/rgaiwj423/paman-birin-perekonomian-kalsel-

2021-tumbuh-sebesar-348-persen, 8 Agustus 2022. 

 

Catatan: 

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN 

dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD 

sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. 

Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan 

desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak
https://id.wikipedia.org/wiki/Retribusi
https://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_nasional
https://id.wikipedia.org/wiki/BUMN
https://id.wikipedia.org/wiki/Rupiah
https://id.wikipedia.org/wiki/Fiskal
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Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas 

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. 

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana 

keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan 

salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai 

pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada 

masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan 

bersama. 

 

Jenis-Jenis Retribusi Daerah  

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-

Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu: 

1. Retribusi Jasa Umum 

2. Retribusi Jasa Usaha 

3. Retribusi Perizinan Tertentu 

 

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH 

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah 

tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan : 

1. Pajak Provinsi, terdiri atas: 

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); 

b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); 

d. Pajak Air Permukaan; dan 

e. Pajak Rokok. 

2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari: 

a. Pajak Hotel 

b. Pajak Restoran 

c. Pajak Hiburan 

d. Pajak Reklame 

e. Pajak Penerangan Jalan 
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f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan 

g. Pajak Parkir 

h. Pajak Air Tanah 

i. Pajak Sarang Burung Walet 

j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

 


